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BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 49 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG                  

NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN  2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SEMARANG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan belanja 

daerah yang mendesak dan untuk segera dilaksanakan 

sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 ; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Semarang; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 

Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 

Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4755); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);   

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan  Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 123); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3500); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan 

Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil 

Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 

Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten 

Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 13); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan 

Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Periode 2015-

2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 
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Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 9); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 12); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 

2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14    Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14); 

43. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 

90 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 24). 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 90 TAHUN 2014 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 

2015 . 

 

 

              Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

2014 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 33) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

 

APBD Tahun Anggaran 2015 mendahului perubahan II yang semula 

berjumlah Rp. 1.682.758.778.000,00 bertambah sejumlah Rp. 

43.869.796.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.726.628.574.000,00 dengan 

perincian sebagai berikut: 

a. pendapatan daerah  :  

1. Semula  Rp. 1.581.021.742.000,00 

2. Bertambah / (berkurang)         Rp.      44.175.538.000,00 

 
Jumlah Pendapatan               
Setelah mendahului perubahan  Rp. 1.625.197.280.000,00 

 
b. belanja daerah :  

(+) 
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1. Semula  Rp. 1.682.758.778.000,00 

2. Bertambah / (berkurang) Rp.      43.869.796.000,00 

 

Jumlah Belanja setelah     
mendahului perubahan         Rp.1.726.628.574.000,00 
 
Surplus / (Defisit) setelah  
mendahului perubahan         Rp.        305.742.000,00 

 
c. pembiayaan daerah : 

1. penerimaan  :    

    a) semula  Rp. 106.254.303.000,00 
b) bertambah / (berkurang) Rp.       (305.742.000,00 

Jumlah penerimaan setelah   
mendahului perubahan   Rp. 105.948.561.000,00 

 
2. pengeluaran :    

    a) semula  Rp.     4.517.267.000,00 
b) bertambah / (berkurang) Rp.                          0,00 

 
Jumlah pengeluaran setelah  
mendahului perubahan Rp.     4.517.267.000,00 
 
Jumlah Pembiayaan neto  
Setelah mendahului  perubahan  Rp. 101.431.294.000,00 
 
Sisa lebih pembiayaan anggaran  
setelah mendahului perubahan   (Rp. 0,00,-) 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2015 diubah, sehingga Lampiran I Berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini, dengan perincian perubahan sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah ada penambahan sebesar sebesar Rp. 

44.175.538.000,00 ; 

b. Belanja Daerah ada penambahan sebesar Rp. 43.869.796.000,00; 

c. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung ada penambahan sebesar Rp. 

29.455.337.000,00 ; 

d. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Belanja 

Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa dan Partai Politik, ada penambahan sebesar       

Rp.  29.455.537.000,00 ; 

e. Belanja Daerah, Belanja Langsung ada Penambahan sebesar            

Rp. 14.414.459.000,00 ; 

(+) 

(+) 

 (-) 

(-) 
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f. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Pegawai berkurang 

sebesar Rp. 21.500.000,00 ; 

g. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, 

ada Penambahan sebesar Rp. 14.435.959.000,00 ; 

h. Penerimaan Pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya (SiLPA) berkurang sebesar Rp. 305.742.000,00; 

 

3. Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 

diubah, sehingga beberapa rincian obyek belanja pada Lampiran II 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perincian 

perubahan sebagai berikut : 

 

a. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 

- Penambahan Belanja Langsung sebesar Rp. 60.000.000,00 ; 

b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

- Belanja Langsung berkurang sebesar Rp. 365.741.000,00 ; 

c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 

- Penambahan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 44.175.538.000,00 

- Penambahan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 

29.455.337.000,00 

- Penerimaan Pembiayaan Daerah berkurang sebesar Rp. 

305.742.000,00 

d. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 

- Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 14.720.200.000,00 ; 

 

4. Ketentuan dalam Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran 

Alokasi Hibah Barang yang diterima ditambah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini, dengan perubahan Penambahan Belanja Hibah 

Barang sebesar Rp. 14.626.200.000,00 

 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .  

 

Ditetapkan di  Ungaran  

pada tanggal 12-06-2015 

BUPATI SEMARANG, 

 

                      CAP TTD 

 
              MUNDJIRIN 

 

Diundangkan di Ungaran 

pada tanggal 12-06-2015 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG 
 

                CAP TTD 

 

GUNAWAN WIBISONO 

 

        Diperbanyak Sesuai dengan aslinya 

                KEPALA BAGIAN HUKUM 

   SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

 

                        CAP TTD   

  

           SUKATON PURTOMO PRIYATMO 
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